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Abstract

Freedom of information that is supported by various regulations, enabling the media to
spread the message to the public. Increasingly diverse information in line with the principle of
public disclosure. National mass media is difficult to provide appropriate information to the
public information needs in areas that related to local government activities. The scope of this
research focuses on online media coverage, about the existence of local media. The purpose of
this study to describe the kompas.com news, about the local media and to understand his exist-
encein establishing democratic governance in the region. The research method used qualitative
content analysis to examine the statements of the local press in kompas.com, from 2008 until
May 2011. The study findingsthat the liberated fromthe criticality of theinformation media, the
conflict between the local media with the authorities, and the development of democracy in the
government as demanded by the community.

Abstrak

Kebebasaninformas yang didukung oleh berbagai peraturan, memberikan keleluasaan media
untuk menyebarkan pesan kepadamasyarakat. Kebutuhaninformasi semakin beragam sgjalan dengan
prinsip keterbukaaninformasi publik. Mediamassa nasiond sulit untuk memberikan informas yang
sesual dengan kebutuhan informas khalayak di daerah yang menyangkut kegiatan pemerintah daerah.
Ruang lingkup penditianini berfokus pada pemberitaan mediaonline, tentang eksistensi medialokal.
Tujuan penelitianini untuk mendeskripsikan pemberitaan kompas.com, tentang medialokal dan untuk
memahami eksistensinya dalam membangun demokratisas pemerintahan di daerah. Metode pendlitian
yang digunakan adalah andigsig kuditatif untuk meneaah pernyataan tentang perslokal di kompas.com,
dari tahun 2008 sampai dengan Mel 2011. Temuan pendlitian menunjukkan bahwa kebebasaninformeas
membentuk kekritisan pemberitaan media, konflik antara medialokal dengan penguasa, dan ber-
kembangnyademokrasi dalam pemerintahan sesua tuntutan masyarakat.

Kata kunci: eksstens medialoka dan kebebasan informas
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Pendahuluan

Reformad politik tahun 1998, berdampak
terhadap tatanan kehi dupan berbangsa dan ber-
negara. Informasi publik yang semula menjadi
kekuasaan pemerintah, yang dikelolasecaraketat
oleh mangemen komunikas pemegang kekuasa:
an, semakin pudar sgaandenganeksstens trans-
parans dandemokratisas semuabidang kehidup-
an. Persoa annyakebebasan komunikasi belum
sepenuhnyadapat memenuhi kebutuhan informas
di lingkungan masyarakat majemuk.

Sdah satu problem kebebasan komunikas
dan informasi adal ah peran mediamassa, tidak
sesua dengan pringpdemokras yang menjunjung
etikapemberitaan. Secaraumum, menurut Abra-
ham Lincoln, “demokras adaah pemerintahan da-
ri rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” . Sebagai
pendukung utamaypilar perubahan, mediamassa
konvens onal maupun mediabaru diharapkan da-
pat meningkatkan pemahaman tentang demokras
(Urofsky, 2001:1).

Berdasarkan pernyataan umum hak asa-
S manusiaPerserikatan Bangsa—Bangsa, “ setiap
orang berhak atas kebebasan mempunyai penda
pat dengan tidak mendapat gangguan, dan mencari,
menerima, sertamenyampai kan keterangan dan
pendapat dengan caraapapun dengan tidak me-
mandang batas—batas’ (Asasi, Juni 1999). Un-
dang—Undang Dasar 1945, pasal 28F, mene-
gaskan bahwa “ setiap orang berhak untuk ber-
komunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial-
nya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyam-
paikaninformas dengan menggunakansegda je-
nissaluranyangtersedid’.

Merujuk kepadapernyataan tersebut, hak
memperolehinformasi menjadi kebutuhan ma-
gyarakat yang demokratis. Melalui Undang—
Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan
Undang—Undang Nomor 32 tentang Penyiaran,
masyarakat dapt memperolehinformas trangparan
danfaktual sesuai dengan kebutuhan. Dukungan
terhadap keterbukaaninforamas dari mediamas-
sasemakin menguat setel ah ditetapkan Undang—
Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang K eterbu-
kaan Informasi Publik (UU-KIP) yang mengatur
tentang keterbukaan informas dari badan publik.

Pemerintah daerah sebagai badan publik,
memiliki peran yang semakin kuat sga an dengan
pel aksanaan otonomi daerah, yang diharapkan da-
pat memberikan pelayanan|ebih baik kepadama:
syarakat setempat. Terkait dengan harapan ter-
sebut, kebutuhaninformas atau pemberitaan spe-
sfik dari mediayang menyoroti peristiwadi dae-
rah semakinmeningkat. Di 9 lain, medianasiond
tidak mampu memenuhi kebutuhaninformas yang
dibutuhkan masyarakat di daerah.

Daam mengantisipasi kebutuhan infor-
meas itu, tumbuh medialoka yang berupayauntuk
memberitakan peristiwadaerah maupun kinerja
pemerintah di wilayahnya. Pemberiteen medialoka
kegiatan pemerintahan, penting untuk meningkat-
kan pemahaman masyarakat tentang perlunya
demokras di daerah. Sebab, pemerintahan meru-
pakan, lembagayang mengurus pel aksanaan ro-
dapemerintahan, melaui aturan—aturan yang ha-
rusdijalankan (Syafiie, 2003:3).

K eberadaan medialoka yang mengeks-
ploras seluk beluk kondisi daerah, menjadikan
medialokal dijadikan sumber informasi. Hal ini
sgdan dengan pendapat Hamzah (2001:7), “me-
diatidak boleh lepasdari kontekssosia danke-
budayaan yang dikehendaki oleh khalayak—
pembaca, pendengar, dan penonton”.

Dinamikakeberadaan media di daerah,
tidak bisadilepaskan dari karakter mediamassa
yang terdapat dalam The Four Theory of Press.
Menurut Sibert, Paterson, dan Schraam, terdapat
empat ragamteori media, yaitu; (1) Teori Otoriter
(Authoritarian Theory), yang memposisikan pers
mendukung kebijakan pemerintah, (2) Teori Li-
bertarian, merujuk kepadapemberitaan harusbe-
bas sensor dan mendukung filosofi manusiayang
bebas menentukan nasibnya sendiri, (3) Teori
Tanggung Jawab Sosia (Social Responsibility),
yang menekankan mediawajib memenuhi ke-
butuhan informasi yang benar, obyektif dan se-
imbang, dan (4) Teori MediaSoviet (Soviet-To-
talitarian), yang menegaskan, mediaharusdimi-
liki negara dan mendukung kelanjutan sistem
pemerintahan (McQuail, 2010:175).

Di g4 lain, Indonesiajugamengend model
Pers Pancasila, seperti tertera pada UU No.21
Tahun 1982, yangintinya, sistem pers nasional
memberikan sumbangan ke arah tegaknyakehi-
dupan demokrasi Pancasila, yang bertanggung-
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jawab. Penerbitan pers harus menggunakan ijin
dikeluarkan oleh pemerintah.

Sgjalan denganreformasi politik, sistem
pers berubah dan mampu mendorong munculnya
medialokal, yang dapat memberikan informasi
berbasis kebutuhan masyarakat setempat. Ber-
dasarkan survel Serikat Penerbit Surat Kabar
(Media Planning Guide, 2008: 57), surat kabar
hariandan tabloid yangterbit di Jakartadan Pulau
Jawa, berjumlah 182 media, atau sekitar 37 per-
sen, sedangkan 63 persen lainnyatersebar di luar
Pulau Jawa. Televis swastamemiliki jangkauan
siaran nasional, unggul dalam menarik pemirsa,
tetapi program tayangantelevis loka dari Jawva
Pos Media Televisi (JTV) Surabaya dan Riau
Televis mampu menarik khalayak di daerah.
Jumlah keseluruhan stasiuntelevisi lokal, yang
beroperasi adalah 104 buah tersebar di seluruh
Indonesia(Media Plannning Guide, 2008:433).

Dinamikamediamassalokal sebagai ru-
anglingkup pendlitianini memfokuskan kepada
berita Kompas.com, tentang eksistensi media
lokal dalam pemberitaan, yang menyangkut
jalannyape-merintahan di daerah. Keberadaan
mediamassalokal, merujuk kepada empat teori
pers(TheFour Theory of the Press) dan sistem
PersPancasila, yang pernah diberlakukandi In-
donesia Perma-sdlahan ddam penditianini addah;
(1) Apasgjais pemberitaan yang menyangkut
medialokal di kompas.com?(2) Bagaimanaisi
pemberitaan tentang keberadaan medialoka dan
sejauh mana medialokal mampu membangun
demokras pemerintahan di daerah?

Berkaitan dengan permasalahan yang
dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah;
(2) untuk mendeskripsikan berbagai macamisi
pemberitaan tentang medialokal; (2) mendes-
kripsikan eksistensi media lokal dalam mem-
bangun demokratisasi pemerintahan di daerah.
Manfaat penelitianini yaitu mendorong pembe-
ritaan persdi daerah agar sesuai dengan prinsip
keterbukaan dan demokras informasi.

Penelitian ini menggunakan Teori peran
media dari Lippmann bahwa media berperan
sebagai faktor yang mengabsahkan sesuatu yang
sudah adadalam benak atau pikiran seseorang,
tentang reditasosd yang ada(Suwardi, 1993:62).
Guna menguatkan eksistensi realitas media,
digunakan Teori Konstruks Sosid dari Berger dan

Luckmann, yang menyatakan bahwapengetahuan
manusadibangunmeaui interaks sogd. Identitas
suatu objek merupakan hasil dari bagaimanakita
membi carakan obj ek bersangkutan, bahasadigu-
nakan untuk menuangkan konsep dan carabagai-
manakel ompok sosia memberikan pengalaman
baru mereka (M orissan dan Wardhani, 2009:39).

Gunamengulasreditasmediadalam hu-
bungannyadengan masyarakat dan pemerintahan,
berpijak kepadaTeori Hegemoni MediaGramsci,
yang secarasubstantif menyatakan bahwamedia
meassadikenddikan oleh golongan yang dominan
dalam masyarakat, dan membantu golonganitu da:
lam menggunakan kekuasaannyadi masyarakat
(Severindan Tankard, 2009: 337). Padakonteks
ini, munculnyamedialokal, merupakan upayaun-
tuk melawan kekuatan medianasiond yang dido-
minas pemberitaan di pusat kekuasaan, tetapi ti-
dak bisamemenuhi kebutuhaninformas khaayak
di daerah. Teori lain yang mendukung kajianini
adalah, Teori Tanggung jawab Sosia dari The
Four Theory of Press, mengingat bahwamedia
massaharusmemenuhi kewgjiban tertentu kepada
masyarakat (McQuail, 1991:117). Mediadikon-
trol oleh pendapat masyarakat, tindakan konsu-
men dan kodeetik professiond tentang kebenaran,
ketepatan, objektivitasdan keseimbanganinfor-
mas dan menjagapluraismemasyarakat.

M etode Pendlitian

Pendlitian ini menggunakan datakualita-
tif, dengan menitikberatkan kepadaanalisisisi
kuditatif. Menurut Subiyakto, “analisisis terba-
gi dalam duaaliran metodologi yaitu kualitatif
dan kuantitatif” . Kuantitatif berpedoman kepa-
dafilsafat positivisme, sedangkan kuditatif meng-
gunakan pendekatan intepretatif (Suyanto dan
Sutinah, 2008:125). Menurut Holsti, analisisisi
merupakan teknik yang digunakan untuk menarik
kesimpulan melalui usaha menemukan karak-
teristik pesan dan dilakukan secara objektif dan
sistematis (Moleong, 2009:220). Andisisis ku-
alitatif ditujukan untuk memahami konteksprag-
matik melihat hubungan satu pernyataan dengan
pernyataan lain dalam kondisi tertentu (Jebarus,
2011:32). Dengan andlisisisi kuditatif, maka
dinamikamediamassalokal dalam membangun
demokratisasi di daerah, dapat ditel aah dari hu-
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bungan antarasatu pernyataan dengan pernyataan
lainnyadaam pemberitaan media

Objek penelitian adal ah berita seputar di-
namikaperslokal di mediaonline Kompas.com
padatahun 2008 sampai dengan bulanMel 2011.
Padakurunwaktu tersebut, terjadi 21 kasusyang
menyangkut problem media massalokal. Dari
seluruh beritatersebut, dibuat kategorisas i pem-
beritaan yang mengarah kepadaeksistens media
lokal dalam mendorong tumbuhnyademokrasi.
Penetapan beritamerujuk kepada pendapat, bah-
waandigsis kuditatif, terkait dengan pemilihan
is beritatertentu sesuai dengan kepentingan pe-
nelitian (McQuail, 2010:365).

Alasan menggunakan mediaonline Kom-
pas.com, didasarkan pada survei, bahwa Kom-
pas.comtermasuk 20 Situsyang sering dikunjungi
oleh penggunainternet di Indonesia (Kompas,
16 Juni 2011). Penggunaan mediaonlineyang di-
dukung olehinternet, dapat dimanfaatkan dalam
riset komunikas (Rubin, Rubin and Piele, 2005:
15).

Menurut Guba dan Lincoln teknik
pengumpul an datadilakukan dengan mengakses
mediaonline Kompas.com, yang difokuskan pa-
dadatayang nonhuman berupateks pemberitaan
(Jebarus, 2011:31). Andissdatadilakukan dengan
mereduksi, menygjikan, dan menarik kesmpulan
(Milesdan Huberman (1993:15), yang digunakan
untuk memahami konteks pragmatik dalam meli-
hat hubungan satu pernyataan dengan pernyataan
lain. Keabsahan databerpijak kepadadergjat ke-
percayaan (credibility) terhadap datayang dipe-
roleh, keteralihan (transferability) datayang kon-
teksnyasama, kebergantungan (dependeability)
dengan mengaudit seluruh catatan yang ada(Mo-
leong, 2009:173). Dengan demikian validitasteks
pemberitaan yang diperoleh dari Kompas.com,
dapat diperoleh jika tidak ada penyimpangan
dalam transfer data. Validitas datajugaberpijak
kepada teks pemberitaan yang masuk aka (plau-
sibility) dalam penelitian kualitatif (David Sil-
verman, 1993:155).

Has| Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan penelaahan terhadapisi be-

ritayang menyangkut medialokal di Kompas.
com, tahun 2008 sampal dengan Mei 2010, ter-

dapat tigakategori beritayang memiliki maknadi-
namikapers|oka dalam membangun demokras
pemerintahan di daerah, yaitu; (1) Kebebasanin-
formasi dan kekritisan medialokal; (2) Konflik
antarawartawan dengan pejabat; (3) Demokra-
tisas bernegara. Pengkategorian dan penjelasan
singkat isi beritaadalah sebagai berikut; (1) Ka-
tegori: kebebasaninformas dan kekritisan media
lokal. Judul berita: “ Korban Kekerasan, Jurndis
Mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”
(10Me 2011). Deskripsi: Seorang jurnaliskontri-
butor Vivanews, Harian Lokal Bintang Papua
dan The Jakarta Globe, Banjir Ambarita(Bram),
mengadukan tindakan kekerasan yang dialami-
nyakepada Fraks Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan di Gedung DPR, Jakarta. Bram ditu-
suk ol eh pel aku yang didugaoknum polisi di Ja-
yapura, Papua. Bram, menceritakan, iamenduga
kuat penikaman yang diterimanyaterkait berita
investigas tentang oknum polisi yang melakukan
pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanitadi
rumah tahanan Jayapura. Peristiwatersebut dira-
hasiakan polis dari publik dan keluargawanitaitu
(http://nasional .kompas.com/read/2011/05/10/
20363972/K orban.K ekerasan.Jurndis.Mengadu.
ke.DPR, diakses18 Me 2011).

(2) Kategori: konflik antara wartawan
dengan pgjabat. Judul berita: “Bupati Mangga-
rai Barat Bantah Dalangi Tindak Kekerasan
terhadap Wartawan” (17 Februari 2008). Deskrip-
Si; Bupati Manggarai Barat membantah keras
tudingan yang menyatakan bahwa pihaknyatelah
mendalangi kasus pengani ayaan wartawan Pos
Kupang, Yacobus Lewanmeru, di Labuan Bajo
(kotakabupaten), Pulau Flores, NusaTenggara
Timur. (http://nasiond .kompas.com/read/2011/05/
10/20363972/K orban.K ekerasan.Jurnalis.
Mengadu. ke.DPR, diakses 13 April 2011).

(3) Kategori: demokratisasi bernegara.
Judul berita: “ Dekati Pers, KalaKunjungi Redaks
Koran Lokal” (21 Juni 2009). Deskripsi: kunju-
ngan Kallakekantor redaks medialokal disebut-
sebut bagian dari pendekatan ke sggumlah pim-
pinan redaks loka menjelang pemilu presdendan
wakil presiden, del gpan Juli mendatang. Sdainjuga
Kadlainginmengetahui carakerjamedialoka me-
nyampai kan pemberitaan.

Setelah ke Gedung SuaraMerdeka, Kala
dijadwal kan akan menemui pimpinan danjgaran
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redaksi Solo Pos di Kota Solo, pada sore hari-
nya (http://nasiona .kompas.com/read/2009/06/
21/1058034/Dekati.Pers.Kalla.Kunjungi.
Redaks.Koran.Lokal, diakses 7 April 2011).
Selaintigakategori tersebut, untuk mem-
berikan gambaran yang terkait harapan masya-
rakat terhadap dinamikapersloka, makaditelaah
dua pemberitaanlainnya, yaitu; (1) “UpahJurndis
di SurabayaBelum Layak” Hasil survei Alians
Jurnalis Independen, Surabaya belum layak.
(http://regional .kompas.com/read/2011/01/20/
21375656/Upah.Jurnalis.di.Surabaya.Belum.
Layak, akses10April 2011) dan (2) “ Riau, Nege-
ri ParaHedonis?’, yang mengungkapkan bahwa
koran terbitan Riau hanyaberis acaraseremonia
didanai uangrakyat dari APBD. (http://regional.
kompas.com/read/2011/01/03/10114531/Riau.
Negeri.ParaHedonis-5, diakses13April 2011).

Kebebasan Informasi dan Kekritisan Media
Lokal

Upayamediamassamelaukan kritik ter-
hadap kondisi pemerintahan di daerah, berhu-
bungan denganfungs mediasebagaimanadaam
teori tanggung jawab sosial, yang terdapat dalam
TheFour Theory of Press. Mediamassa berpe-
ran dalam penyebaraninformas yang memberi-
kan manfaat kepadamasyarakat. Craft, Light dan
Godfrey (2001:6), menegaskan “fungs media
massadapat dikel ompokkan menjadi empat ka-
tegori umum, yaituinformead, hiburan, persuas dan
bisnis’. Dari empat hal itu, informasi adalah hal
yang paling penting bagi khalayak. Di sampingitu,
mediatelah menjadi sumber yang dominan bukan
sgabagi individuuntuk memperoleh gambaran dari
citrareditassosia, tetapi jugabagi masyarakat
dan kelompok secarakolektif. (Novianti, 2010:
169).

Pemberitaan medialokal tentang kekritis-
an terhadap pemerintah daerah tampak dalam
Kompas.com, tanggal 10 Mei 2011 “Korban Ke-
kerasan, JurnadisMengadu ke DPR” . Padaintinya
menginformasi kan bahwa, seorang jurnaliskon-
tributor Vivanews, Harian Lokal Bintang Papua
dan The Jakarta Globe, Banjir Ambarita(Bram),
mengadukan tindakan kekerasan yang dialaminya
kepadaFraks Partai Demokrasi IndonesiaPer-
juangan di Gedung DPR, Jakarta. Bram ditusuk

oleh pdakuyang didugaoknum polisi di Jayapura,
Papua.

Berdasarkan beritatersebut, medialokal
menunjukkan perhatiannya terhadap jalannya
pemerintahan di daerah. Informas kekerasanter-
hadap wartawan akibat memberitakan perilaku
gparat yang tidak bertanggungjawab, merupakan
upaya mediamassaloka menggambarkanreditas
faktual untuk kepentingan masyarakat. Sejalan
dengan pendekatan hegemoni media, merekayang
memiliki kekuasaan berupayauntuk mengontrol
medialoka.

Sesungguhnya, UU No. 40/1999 tentang
Perstidak mengenal mediamassalokal. Daam
UU No.32/ 2002 tentang Penyiaran, terdapat lem-
bagapenyiaran publik yang terdiri dari Radio Re-
publik Indonesadan Televis Republik Indonesia,
yang beroperas di daerah. Persmaupun lembaga
penyiaran harus independen, netra, tidak komer-
sd, danberfungs memberikan layanan sosd untuk
kepentingan masyarakat sesuai dengan nilai—nila
Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945.

K orban kekerasanterhadap jurnalisyang
dipicu olehtransparans pemberitaan masih ada.
Menurut Bram (korban atau jurnalis), bahwaia
mendugakuat penikamanyang diterimanyaterkait
beritainvestigas tentang oknum polis yang me-
lakukan pemerkosaan terhadap seorang tahanan
wanitadi rumah tahanan Jayapura. Peristiwater-
sebut dirahasiakan polis dari publik dan keluarga
wanitaitu. Kasusini menunjukkan bahwasgum-
|ah entitas dalam pemerintahan dengan mengung-
gulkan kekuasaannya, tidak dapat menerimapem-
beritaan transparan menyangkut perilaku peme-
gang kekuasaan di daerah.

Transparansi pemberitaan mengenai
tindakan aparat didukung oleh UU No.14/2008
tentang KIP. Bill Kovach dan Tom Rosenthidl,
menyebutkantransparans informas sebagai nauri
kesadaran manusiauntuk mengetahui hal—hal di
[uar dirinya Hak ini diakui dalam pasal 19 Dekla-
ras UmumHak Asas Manusayang disahkanta-
hun 1948 (Haryanto, 2010:7).

Media massa lokal sebagai saluran in-
formasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosia
harus bertanggungjawab terhadap diri sendiri,
sudah dilindungi oleh UU N0.40/1999 dan UU
N0.32/2002, yang menjagamorditas, nilai agama,
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jati diri bangsadi lingkungan masyarakat mgemuk
yang memiliki sggumlah perbedaan. Hal ini ber-
kaitan dengan komunikas antarbudaya, bahwa
perbedaan—perbedaan tersebut bisadihindari jika
adakesediaan menyesuaikan diri untuk memben-
tuk maknabersama (Samovar, Porter, dan Mc.
Daniel, 2005: 259).

Beritatentangjurnaliskorban kekerasan
yang mengadu ke DPR, ternyataadapihak—pihak
tertentu yang belum dapat menerimakebebasan
pers. Kekritisan medialoka yang berujung kepada
penganiayaan wartawan, tidak sgjalan dengan
pringp regulas mediadi Indonesia

Konflik MediaLokal VersusK ekuasaan

Diberlakukannya UU No. 40/1999 dan
UU No0.32/2002, yang memberikan kel el uasaan
penerbitan dan penyiaran, mendorong tumbuhnya
medialokal. Tumbuhnyamedialoka sesungguh-
nyabentuk perlawanan terhadap dominas media
nasiona yangterlau berorientas padapemberitaan
sentraistis. Medialoka disnydir tidak dgpat men-
jdankanfungs mediadenganbaik, sehinggameru-
gikan masyarakat yang mengharapkan informas
berimbang dan transparan sesuai tuntutan ke-
terbukaan daam komunikas.

Implikasinya, tidak semuaberitadi media
lokal, dapat diterimaoleh khaayak.Ha interlihat
pada pemberitaan Kompas.com, pada 17 Febru-
ari 2008 mengena “Bupati Manggara Barat Ban-
tah Dalangi Tindak K ekerasan terhadap Warta-
wan’. Intinya, Bupati Manggara Barat membantah
keras, bahwa pihaknyatelah mendalangi kasus
penganiayaan wartawan Pos K upang, Yacobus
Lewanmeru, di Labuan Bgjo (kotakabupaten),
Pulau Hores, NusaTenggara Timur. Penganiayaan
terhadap wartawan oleh gparat, lazim dipicu oleh
keti dak senangan terhadap beritayang dianggap
merugikan. Medialoka menjaankan fungs trans-
parans sesual dengan UU KIP dantuntutan demo-
kratisas pemerintahan |oka dalam memberikan
pelayanan publik kepadamasyarakat setempat.

Kompleksitastugaspemerintahan daerah,
tidak mungkin dijaankan gparat pemerintah daerah
tanpadidukung oleh mediamassalokal. Pembe-
ritaan medialokal, justru memicu konflik dengan
aparat pemerintah daerah maupun masyarakat,

akibat penafsiran teks-teks pemberitaan yang
berbeda.

Perbedaan persepsi dan kepentingan ma-
syarakat dan media, tidak bisa lepas dari perja-
lanan persdi Indonesia(Sudibyo, 2009). Sebelum
reformas politik tahun 1998 pemerintah meng-
gunakan sistem pers Pancasilayang bebas dan
bertanggung jawab. Dalam konteks The Four
Theory of the Press, ada kecenderungan menga-
rah ke salah satu prinsip” dalam Authoritarian
Theory, yang memposisikan pers mendukung
kebijakan pemerintah dan berhak mel akukan sen-
sor. Secaramoderat, Indonesialebih condong ke-
padaTeori MediaPembangunan yang mengeks-
ploras keserasan ddam kehidupan bermasyarakat
(McQuail, 1991:119). Bagi kepentingan pemba-
ngunan, negaramemiliki hak untuk campur tangan
atal membatas pengoperasian media, saranape-
nyensoran, subsidi, dan pengenddianlangsungter-
hadap media. Polamediapembangunanini lazim
digunakan di negara—hegarayang sedang berkem-
bang (Jayaweeradan Amunugama, 1987:42).

Dalam koridor perspembangunan, semua
informas yangdidifuskanoleh media tdlahmea
lui proses pengawasan berlapis, sehingga berita
yang muncul sesuai dengan kehendak pemerintah.
Dampaknya, beritayang mengungkap sisi gelap
peristiwa di masyarakat, tidak pernah muncul di
media. Pemberitaan ditekankan untuk menjaga
Stuas harmoni dalam perspektif serad, sdarasdan
seimbang. Sekalipun sekelompok masyarakat ti-
dak puas, merekasulit untuk menyuarakan pen-
dapatnya.

Berdasarkan hd tersebut, masyarakat ter-
lebih elite dalam pemerintahan dan masyarakat,
terbiasadalam lingkaran pemberitaan yang datar
tanpaggolak. Ketikareformas politik membuka
peluang munculnyapersbebasdi daerah, terdapat
pringp kebebasaninformad . Sgumlah entitasyang
semulamemperol eh perlindungan “ mang emen
pemberitaan pemerintah”, merasatidak nyaman
dan menuduh perserareformas kebablasan dan
berpotens: memicu munculnyakonflik. Terdapat
mediayang terlampau bebas dan tidak menghi-
raukan peraturan yang berlaku, tetapi transparang
informas membawaberbagai perubahan dalam
kehidupan berbangsadan bernegarayang demo-
kratis berdasarkan Pancasiladan UUD 1945.
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Secara substantif, kebebasan pers yang
sudah dinikmati masyarakat, tetap berpotens
menimbulkan konflik antaramedialokal dengan
pemerintah daerah maupun masyarakat lokal. Ini
disebabkan institusi pemerintah masih mempo-
sskan sebaga pengenddi informas. Medialoka
berupayamenjaankan fungsi keterbukaan dan
profesionalismedaam pemberitaan.

Demokras dalam Pemerintahan di Daer ah

Membangun keberadaban dalam kehidup-
an berbangsa dan bernegara, merupakan tujuan
ideal mediamassa. Salah satu penandakebera-
daban adal ah kebebasan. Mac Bride (1980:46)
menyatakan bahwa, “ kebebasan add ah syarat de-
mokras yang paling berharga, biasanyadiperoleh
melaui perjuangan yang sulit melawan kekuatan
ekonomi, politik dan penguasa dengan banyak
pengorbanan, bahkan jiwa sekaligus’. Dengan
demikian kebebasan merupakan penjagademo-
kras yang ampuh.

Demokrasi dalam pel aksanaan pemerin-
tahan di daerah memberikan kesempatan yang
seluas-uasnya kepada rakyat untuk ikut serta
ddam pemerintahan” (Riwukaho, 1991:7). Pen-
dekatan komunikasi, menempatkan individu
sebagail partner yang aktif, bukan hanyasebagai
objek komunikasi sgja, tetapi membentuk ke-
anekaragaman pesan. Masalahnya makna de-
mokrasi seringkali direduksi oleh kepentingan
kelompok dengan menerapkannya secarainte-
graistik sesuai kepentingan.

Menurut Porter dan Samovar, reformasi
politik memberikan kebebasan kepadamedial o-
kal dalamfungs penyampaian pesan, ditedalam
kekuasaan negaraterjerat penafsiran sepihak, yang
memberikan maknademokras kepentingannya.
Secaraesensd dalam masyarakat mgemuk yang
demokratis, kesadaran untuk memahami per-
bedaan demi hubungan yang positif sangat diper-
lukan (Mulyanadan Rakhmat, 2010:35).

Mencermati kekuatan medialoka dalam
menjal akan kebebebasaninformas, elitedalam
tubuh pemerintah, berupayamel akukan pende-
katan kepadapers. Tanpadukungan pers, mere-
katidak bisadikenal secaraluasdan tidak men-
dapat dukungan masyarakat di daerah. Berita

Kompas.com, 21 Juni 2009 dengan judul “ Dekati
Pers, KalaKunjungi Redaks KoranLoka”. Da
lam kunjungan M. Jusuf Kallakekantor redaksi
medialokal, disebut-sebut bagian dari pendekatan
ke sejumlah pimpinan redaks loka menjelang
Pemilu Presiden dan Wapres, 8 Juli 2009. Kalla
ingin mengetahui carakerjamedia lokal dalam
menyampai kan pemberitaan. Setelah ke Gedung
SuaraMerdeka, Kadladijadwa kan akan menemui
pimpinan dan jgjaran redaksi Solo Posdi Kota
Solo, padasore harinya. Beritaini menunjukkan,
bahwa dalam demokrasi informasi, pemegang
kekuasaan memerlukan peran medialokal.

Hal ini senadadengan pendapat Gordon
dan kawan-kawan bahwa"liputan mediamassa
memiliki rekam jg ak yang terbukti dapat menjadi
kontributor penting dalam memahami tindakan
masyarakat.” Dengan kata lain, media massa
membawa pesan yang bermanfaat untuki me-
mahami lingkungan sekitarnya (Priest 2010:68).

Regulasi mediamassa memberikan ke-
bebasan kepada pemerintah dan pihak yang ber-
kepentingan lainnya untuk tidak dapat meng-
gunakan mediasebagai instrumen politik. Hal ini
terjadi karenapers sudah memiliki kemandirian
dalam menyuarakan perlunyatransparans sgjaan
dengan UU Keterbukaan Informasi Publik dan
demokratisasi kehidupan berbangsa dan ber-
negara

Hal yang menjadi persoalan dalam se-
mangat untuk mengendalikan media, tidak semua
gparat pemerintahan di daerah mau menerimade-
mokras dan kebebasaninformasi. Ini sesuai pen-
dapat Lippman bahwa “ demokras berbahayabagi
pemerintahan otoriter, karenaagen komunikasi
massamodern, membentuk kelompok sosid yang
berpengetahuan dan berakar padarealita’. Pe-
ngetahuan tentang realitas diasums kan memba-
hayakan bagi kelangsungan pemerintahan (Delia,
1987:28).

Diberlakukannya UU No. 40/1999 dan
UU No0.32/2002 sudah tidak ada lagi upaya
pengenddaan mediadari pemerintah. UU No.14/
2008 mengamanatkan keterbukaan informasi
dalam rangkamembentuk masyarakat informas
yang berdasarkan pada kebhinekaan dalam
Negara K esatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun dalam kendala kultural dan birokrasi
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pemerintahan di daerah, memang trangparang yang
dapat mendorong tumbuhnyademokras tidak mu-
dah untuk dijalankan oleh medialokd.

Terlepasdari sikap sggumlah pihak yang
tidak mendukung transparang, mediamassaloka
juga belum sepenuhnyamenjalankan persyang
transparan, karenaketerbatasan danadan profe-
sgondismejurnais. Hal ini berdampak bahwame-
dialokal melakukan ambuguitas dalam pembe-
ritaan. Di satu S medialoka berusahamenjaga
independeng, di S5 lain mediatersebut memihak
pemerintah atau kel ompok—kelompok yang mem-
bantu ataupun terkait dengan pendanaan.

Medialoka memerlukan danauntuk men-
jadankanfungs bisnis, tetapi harus mengedepan-
kaninformas yang transparan kepadakhalayak.
Jadi adakesaimbangan antaraideolog mediauntuk
menjaankan fungsi dan orientasi bisnismedia
massalokd.

Harapan terhadap Peran Media L okal

Pemberitaan tentang medialokal di Kom-
pas.comjugamengapresias pernyataan—pernya-
taan tekstual, yang beris harapan masyarakat ter-
hadap peran mediadalam membangun demokra-
tisas dalam pemerintahan di daerah yang berbijak
kepada Pancasiladan UUD 1945. Tidak bisadi-
abaikan, hubungan antara media lokal dengan
pemerintah daerah tidak selalu berjalan dengan
baik. Adasg umlah masal ah yang menyebabkan
penyimpangan fungs media, misanya menyangkut
ketergantungan dana dalam menjalankan roda
organisasi di mediacetak maupun mediaelek-
tronik. Kondisi itu terlihat dalam Kompas. com
20 Januari 2011, “Upah Jurnalis di Surabaya
Belum Layak”. Hasil survei Alians Jurnalisin-
dependen (AJl) ini melemahkan idealismewarta
wan (http://regional .kompas.com/read/2011/01/
20/21375656/Upah.Jurnalis.di.Surabaya Belum.
Layak, diakses10April 2011). Problem keuangan
mengakibatkan mediamemiliki ketergantungan
terhadap merekayang mempunyai “ kekuatan da-
na’, seperti pemerintah daerah dan parapemilik
modal yang memiliki kontrak dalam pembelian
halaman atau ruang pemberitaan media. Polase-
meacamini mengakibatkan, medialokal tidak mem-
punyai kemandirian dalam pemberitaan, sesuai

dengan peraturan tentang media, maupun trans-
paransi sgjaan dengan UU KIP No.14/2008.

Faktor lain yang menghambat peran me-
dialokal ada ah kekuatan kel ompok masyarakat
yang memiliki otoritasda am mempengaruhi opini
publik. Apabilasuatu kel ompok tidak sgjaan de-
ngan pemberitaan media, merekamenggunakan
carasendiri untuk menekan medialokal supaya
mengikuti pemberitan yang dikehendaki. Masa-
lah yang menghambet berasal dari ddlam organisas
medialokal sendiri, yang menghadapi indepen-
dens pemberitaan dan penyiaran. Sebagai contoh,
parajurnalismediasudah bertindak professiona
dalam mengonstruks peristiwauntuk pemberita-
an yang mengarah padademokratisas dalam pe-
merintahan. Hal ini tidak selalu disepakati oleh
pemilik media, yang memiliki hegemoni “ penga-
turan” karena pertimbangan bisnis. Pada kon-
teks penggunaan kekuasaan ini, pemilik modal
mediadan parapenyandang dana, tidak bisadi-
lawanjurndis, yang memiliki ketergantungan ke-
|embagaan.

Pemberitaan menyangkut medialoka yang
dinilai tidak menyuarakan demokrasi dalam pe-
layanan publik dapat dilihat di Kompas.comtang-
ga 3 Januari 2011,” Riau, Negeri ParaHedonis?’.
Koran terbitan Riau hanyaberisi acara seremo-
nial didanai uang rakyat dari APBD terpampang
hampir padasemuakoran terkemukadaerah. Is
sebuah koran didominas acara-acaraseremonia
be aka (http://regiond .kompas.com/read/2011/01/
03/10114531/Riau.Negeri.ParaHedonis-5 (diak-
ses13April 2011).

Media massa lokal seharusnya mem-
berikan manfaat yang dapat menambah wa-wasan
dalam pel aksanaan demokrasi di daerah, bukan
untuk memberitakan seremoni yang justru menga-
bai kan hak masyarakat untuk memperolehinfor-
masi. Hal ini sesuai dengan pendekatan Teori
Tanggung Jawab Sosial dalam TheFour Theory
of Press. M ediasd ayaknyamemberikan manfaat
yang menyuarakan demokrasi pemerintahan
dengan memberikan kekuatan sosid, ekonomi dan
politik kepadamasyarakat, sea an dengan ber-
baga regulas mediayang sgdan dengan semangat
Pancasiladan UUD 1945.

Secarasubstantif, teks-teks pernyataan
dalam mediamassal okal menandaskan harapan
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masyaraket, agar medialoka menjaankan fungs
sesual dengan UU N0.40/1999, UU No. 32/2002,
dan UU No.14/2008 yang berpihak kepadapem-
berian informasi berkualitas yang bermanfaat
dalam menjalankan pemerintahan yang demo-
kratis.

Simpulan

Penelitian ini menemukan tigakategori
pemberitaan tentang karakteristik media yang
sgjalan dengan The Four Theory of the Press
dan paradigmad stem persPancasilayang“masih”
melekat pada sejumlah entitas pemerintahan di
daerah.

Kategori yang pertama, informasi dan
kekritisanmedialokal . K ebebasan informas yang
didukung oleh peraturan tentang persdan penyiaran
sertaUU No0.14/2008 yang mengamanatkan Ke-
terbukaan Informasi Publik, dapat mendorong
medialoka manjalankan fungsi pemberitaan de-
ngan transparan, berdasarkan konstruks peristiwa
yang tetap merujuk kepadanilai Pancasiladan
UUD 1945. Transparans bagi sgjumlah pihak di
pemerintahan, jusiru dianggap merugikan, sehingga
jurndissebagal representas dari media, mengaami
tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mereka
yang merasadirugikan oleh pemberitaan|okal.

Kedua, konflik antaramedialokal dengan
kekuasaan. K eterbukaan informasi belum sepe-
nuhnyadapat diterimaoleh ditedaam pemerintah.
Pemerintah sebagai badan publik, seharusnya
memahami pentingnyaberitayang terbukadan
faktua sesua dengan ketentuan UU N0.14/2008
tentang KIP. Elite pemerintahan mengandal kan
hegemoni kekuasaan dalam penguasaan media.
Merekajustru berusshauntuk mengendalikan me-
diasesuai dengan kepentingannya. Hal ini me-
nyebabkan terjadinyakonflik, karenamediaberu-
payaprofesona dalam menjalankanfungs pem-
beritaan, sedangkan pemilik kekuasaan dalam pe-
merintahan di daerah memos skan sebagal pemilik
yang mengatur is media.

Daam kategori ketiga, tentang demokrasi
dalam pemerintahan di daerah, Kompas.com
memosiskan medialokal dapat membawaiklim
demokras kehidupan pemerintahandi daerah. Hal
ini ditandal dengan kesadaran elite untuk menem-
patkan mediasebagai entitasyang dapat mendu-

kung kegiatan berdemokrasi. Persoalannya, ter-
nyata media lokal juga menghadapi hambatan
dalam hal modal dan profesionalisme. Hal ini ber-
akibat mediamassajugadipakai sebagai dat me-
legitimasi kebijakan oleh aparat pemerintahan
daerah atau parapemilik modal.

Selain ketiga ketegori itu, pemberitaan
Kompas.com yang menelaah eksistensi media
lokal dalam membangun demokrasi di daerah
adaah, hargpan tentang peran medialokal. Ketika
pemberitaan medialoka yang independen menjadi
tuntutan, maka masyarakat dapat menjalankan
fungsi kontrol, agar medialokal berjalan sesua
dengan demokratisasi bernegara untuk mewu-
judkan kesgjahteraan. K eberadaan medialokal
masi h tetap diperlukan sebagal salah satu ujung
tembak dalam membangun demokratisasi di dae-
rah yang sesuai dengan kebhinekaan nilai—nilal
Pancasiladan UUD 1945.

Implikasi penelitian ini bahwa Kom-
pas.com hendaknyadalam memberitakan dina-
mikamedialokal di daerah sesuai dengan prinsp
keterbukaan dalam UU No.14/2008 tentang KIP.
Ini diperlukan untuk menambah wawasan pem-
bacatentang eks stens medialoka dalam memba
ngun demokratisas pemerintahan di daerah. Saran
untuk pembaca, mengingat Kompas.comsebagal
mediaonlineyang independen, hendaknyapema:
haman teks-teksyang terdapat dalam pemberitaan
tentang medialokal dan pel aksanaan demokrasi
pemerintahan di daerah disikapi secarapropor-
siona dengantidak mengeksplorasi prasangka.
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